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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal 

(KIK) masyarakat hukum adat serta penegakannya dalam menghadapi praktik 

biopiracy. Maraknya eksploitasi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik oleh 

pihak asing menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum di Indonesia. Metode 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan KIK dilakukan melalui 

dua bentuk, yaitu perlindungan positif melalui regulasi seperti PP No. 56 Tahun 2022, 

dan perlindungan defensif melalui pendataan resmi di Pusat Data Nasional KIK. 

Namun, pelaksanaannya masih terkendala lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran 

masyarakat adat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, belum adanya 

undang-undang khusus membuat penegakan hukum terhadap pelanggaran KIK belum 

optimal. Diperlukan regulasi khusus, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta 

penerapan mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) yang adil dan transparan 

untuk melindungi hak masyarakat adat dan menjaga kedaulatan budaya bangsa. 

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan 

Hukum, Penegakan Hukum, Biopiracy. 

Abstract 

This study examines the legal protection of Communal Intellectual Property (CIP) 

belonging to indigenous communities and its enforcement in the face of biopiracy. The 

rampant exploitation of traditional knowledge and genetic resources by foreign parties 

demonstrates the weakness of the legal protection system in Indonesia. The method 

used is normative legal research with a statutory approach. The results indicate that CIP 

protection is implemented in two forms: positive protection through regulations such as 

Government Regulation No. 56 of 2022, and defensive protection through official data 

collection at the National CIP Data Center. However, its implementation is still 

hampered by weak supervision, minimal awareness among indigenous communities, 

and a lack of coordination between institutions. Furthermore, the absence of specific 

legislation makes law enforcement against CIP violations less than optimal. Special 

regulations, increased capacity of law enforcement officials, and the implementation of 

a fair and transparent Access and Benefit Sharing (ABS) mechanism are needed to 

protect the rights of indigenous communities and safeguard the nation's cultural 

sovereignty. 

Keywords: Communal Intellectual Property, Indigenous Law Communities, Legal 

Protection, Law Enforcement, Biopiracy. 
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1. PENDAHULUAN 

Keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak tradisional yang mereka miliki kerap kali 

berada dalam kedudukan yang terabaikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran 

terhadap hak masyarakat hukum adat ke berbagai aspek kehidupan, serta pengambil alihan 

tanah ulayat serta sumber daya agrarian lain oleh negara. Hak-hak yang dimiliki masyarakat 

hukum adat bersifat asli, serta eksistensinya sudah ada sebelum peraturan negara.
1
 Hak 

masyarakat hukum adat meliputi hak terhadap wilayah adat, hak pengelolaan atas sumber 

daya alam, hak memperoleh akses pembangunan, hak spiritual serta kebudayaan, serta hak 

untuk menjaga lingkungan hidup.
2
 Masyarakat hukum adat berhak untuk mempertahankan 

dan memperkuat ciri khas mereka melalui institusi tradisional pada bidang politik, ekonomi, 

dan sosial budaya. 

Pengakuan atas masyarakat hukum adat masih tergolong lemah dan terus 

diperjuangkan.
3
 Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat mencerminkan apresiasi 

negara pada nilai kemanusiaan, solidaritas, keadilan, serta hak asasi manusia. Konstitusi 

mengakui hak-hak masyarakat hukum adat seperti termuat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945, menyatakan negara memberi pengakuan dan menghormati eksistensi 

masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, selama tetap ada mengikuti 

perkembangan masyarakat berdasar dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur 

melalui Undang-Undang. Meski secara konstitusional Masyarakat hukum adat dengan hak 

tradisional yang dimiliki serta dijaga, namun diskriminasi dan marginalisasi terhadap 

masyarakat hukum adat tetap terjadi. 

Masyarakat hukum adat di Indonesia tidak hanya menghadapi diskriminasi yang telah 

berlangsung lama, tetapi juga kehilangan akses terhadap tanah serta sumber daya alam yang 

merupakan unsur tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Akibatnya, mereka terpisah dari 

sistem budaya, ekonomi, dan tradisi yang selama ini mereka jalani. Secara politik, posisi 

tawar mereka lemah, sementara secara ekonomi, keberlangsungan hidupnya rentan terhadap 

                                                             
1 Mayastuti, A., & Purwadi, H. (2023). Customary forest designation policy a realization of sustainable 

development goal achievements in Indonesia (study of indigenous peoples in Lebak regency Banten). In IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1180, No. 1, p. 012016). IOP Publishing.  
2 Nadiyya, A., Banjaransari, A. P. R. P., & Rosida, H. (2021). Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara 

terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(3), 195-212. 

https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.42    
3 Christmas, S. K., & Hardiyanti, M. (2020). Implementasi Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Masyarakat 

Hukum Adat Dayak Iban Semunying Dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals. Jurnal Meta-

Yuridis, 3(2). http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5739  

https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.42
http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5739
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berbagai tekanan. Identitas, rasa kebersamaan, dan integritas komunitas mulai menghadapi 

ancaman dari berbagai pengaruh eksternal.
4
  

Hak-hak masyarakat hukum adat diakui melalui regulasi nasional, antara lain Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, serta 

Budaya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menetapkan adanya perbedaan antara hutan 

adat maupun hutan yang berstatus sebagai hutan negara.
5
  

Di ranah kekayaan intelektual, hak masyarakat hukum adat masih tergolong minoritas. 

Dari tujuh jenis kekayaan intelektual, hanya hak cipta dan merek yang memberi pengakuan 

terhadap mereka. Hak cipta melindungi ekspresi budaya tradisional, sementara perlindungan 

indikasi geografis hanya berlaku setelah didaftarkan, yang sering menjadi kendala bagi 

masyarakat adat. Sistem kekayaan intelektual saat ini belum mengakui hak komunal secara 

penuh, sehingga praktik biopiracy menjadi ancaman nyata, terlihat dari kasus Tari Pendet, 

lagu Rasa Sayange, Batik, Reog Ponorogo, Angklung, serta pematenan kopi Toraja dan kopi 

Gayo oleh pihak asing.
6
  

Kasus-kasus tersebut menegaskan pentingnya pengakuan resmi terhadap Kekayaan 

Intelektual Komunal (KIK), seperti pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, sumber daya 

genetik, serta indikasi geografis. Pengakuan tersebut dibutuhkan sebagai upaya melindungi, 

melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan tersebut demi kesejahteraan 

masyarakat dan penguatan ketahanan nasional. Tingginya klaim dari negara lain dan praktik 

biopiracy membuktikan lemahnya perlindungan hukum KIK masyarakat hukum adat. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat tema “Perlindungan Hukum 

atas Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Hukum Adat terhadap Praktik 

Biopiracy di Indonesia”, dengan tujuan menganalisis tantangan dan strategi perlindungan 

hukum yang dapat diterapkan. 

 

 

 

                                                             
4 Wardhana, Y. K., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2023). Analisis Yuridis Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-

Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Lampung. Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 195-

211.  https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4066  
5 Arizona, Y. (2023). Adat as strategy for legal struggle and legal mobilization (Adat Sebagai Strategi 

Perjuangan dan Mobilisasi Hukum). The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 2(2), 3. 

https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3  
6 Karimullah, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Eksperesi Budaya Tradisional Sebagai 

Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, Universitas 

BATANGHARI Jambi). 

https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4066
https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan jenis 

penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Sumber data mencakup bahan 

hukum primer, seperti UUD 1945, UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek dan Indikasi 

Geografis, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur terkait. Data 

dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif 

deskriptif-analitis untuk menafsirkan fenomena hukum secara utuh.
7
  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat 

Hukum Adat untuk Mencegah Praktik Biopiracy di Indonesia 

Penyelenggaraan perlindungan hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila serta 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi 

kehidupan bernegara serta menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi dan filsafat bangsa, menekankan nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, sehingga hukum tidak semata-mata menjadi alat 

kekuasaan, melainkan instrumen untuk melindungi masyarakat. Menurut Philipus M. 

Hadjon, perlindungan hukum warga negara harus berakar pada pengakuan terhadap 

harkat dan martabat manusia serta dijalankan sesuai prinsip negara hukum yang 

berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan rakyat 

dipahami sebagai kemitraan sejajar, bukan sebagai pihak yang saling berhadapan. 

Perlindungan hukum di Indonesia yaitu preventif dan represif. Perlindungan 

preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan 

maupun keberatan sebelum pemerintah menetapkan suatu putusan, dengan tujuan 

mencegah sengketa serta memastikan kebijakan yang diambil lebih berhati-hati. 

Sedangkan perlindungan represif dilaksanakan dengan mekanisme peradilan umum serta 

peradilan administrasi negara, untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.
8
 Secara 

keseluruhan, perlindungan hukum tidak hanya menyasar individu, tetapi juga kelompok 

masyarakat, termasuk komunitas adat, dan nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari 

kehidupan sosial di Indonesia. 

Dalam konteks Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), perlindungan hukum 

menjadi semakin penting. KIK mencakup Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya 

                                                             
7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hlm. 192 
8 Philipus M. Hadjon,(1987) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya. hlm. 2-3. 
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Tradisional, Sumber Daya Genetik, serta Indikasi Geografis, yang diwariskan turun-

temurun dan menjadi bagian dari identitas serta keberlangsungan budaya masyarakat 

hukum adat. Perlindungan terhadap KIK bertujuan untuk menjaga kelestarian, 

memberikan pengakuan hukum, serta mencegah pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak 

luar. Terdapat dua pendekatan utama dalam perlindungan KIK, yaitu perlindungan positif 

(positive protection) serta perlindungan defensif (defensive protection). 

Perlindungan positif dilakukan dengan pemberian hak eksklusif serta regulasi yang 

mengatur secara menyeluruh hak masyarakat adat atas KIK. Meskipun sistem 

perlindungan sui generis belum sepenuhnya terbentuk, langkah-langkah ini memberikan 

dasar hukum bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan perlindungan KIK.
9
 Salah satu 

contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 mengenai Kekayaan 

Intelektual Komunal, yang menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam 

mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. 

Perlindungan defensif mempunyai tujuan mencegah pihak lain mengklaim atau 

memanfaatkan KIK tanpa izin.
10

 Upaya ini dilakukan melalui pendataan, pencatatan, dan 

pembentukan basis data resmi, sehingga KIK dapat dikenali dan diakui secara hukum. 

Pendekatan ini mencegah pemberian hak kekayaan intelektual konvensional pada 

pengetahuan tradisional serta ekspresi budaya tradisional yang sudah ada sebelumnya, 

sehingga mengurangi risiko biopiracy. Praktik klaim budaya dan sumber daya oleh pihak 

asing, seperti Tari Pendet, Batik, Reog Ponorogo, musik Angklung, serta pematenan kopi 

Toraja dan kopi Gayo, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum sebelumnya dan 

pentingnya perlindungan defensif yang efektif. 

Untuk memperkuat perlindungan defensif, pemerintah membentuk Pusat Data 

Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK). PDN KIK berfungsi sebagai basis 

data resmi untuk menginventarisasi, mendokumentasikan, dan memantau KIK milik 

masyarakat adat.
11

 Sistem ini tidak hanya memberikan bukti hukum jika terjadi sengketa, 

tetapi juga mendukung promosi, pemasaran, penelitian, pendidikan, pemberdayaan 

masyarakat lokal, serta kelestarian budaya dan lingkungan. Agar efektif, PDN KIK harus 

                                                             
9 Salama, N. (2024). Analisis Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bentuk Hak Kekayaan 

Intelektual Di Indonesia (Doctoral dissertation, Nusa Putra University). 
10 Anggraeni, H. Y., & Listiawati, E. (2023). Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 

Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional. Jurnal USM Law Review, 6(1), 

174-190. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.245-260.2024  
11

 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023, 14 September). Komersialiasi budaya melalui Pusat Data 

Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. Diakses 7 Oktober 2025 jam13.00, dari 

https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/komersialiasi-budaya-melalui-pusat-data-nasional-

kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal 

https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.245-260.2024
https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/komersialiasi-budaya-melalui-pusat-data-nasional-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal
https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/komersialiasi-budaya-melalui-pusat-data-nasional-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal
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terus disempurnakan, mudah diakses masyarakat, dan dikembangkan melalui kolaborasi 

jangka panjang antara pemerintah pusat, daerah, lembaga terkait, dan komunitas adat. 

Selain itu, mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) menjadi instrumen 

penting untuk memastikan penggunaan KIK yang dilakukan pihak asing dilakukan 

secara adil, berdasarkan persetujuan sadar dari komunitas adat (prior informed consent), 

ataupun disertai persetujuan pembagian manfaat (mutually agreed terms).
12

 Mekanisme 

ini menjamin masyarakat adat memperoleh manfaat ekonomi dari pengetahuan 

tradisional serta sumber daya genetik yang dirawat sejak lama, misalnya melalui 

pengembangan produk kerajinan, tanaman herbal, hasil pertanian, atau hasil hutan yang 

dapat dipasarkan di dalam maupun luar negeri. 

Perlindungan KIK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus diwujudkan 

dalam praktik nyata, melalui sosialisasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat 

adat. Keterlibatan langsung komunitas adat dalam pendataan, pendaftaran, dan 

pengawasan KIK penting untuk menjaga keaslian data serta memastikan kebijakan yang 

diterapkan sesuai dengan tradisi dan kepentingan mereka. Hal ini juga memperkuat 

posisi masyarakat adat dalam menghadapi pihak asing atau perusahaan yang berpotensi 

memanfaatkan KIK tanpa izin, sekaligus memberikan kesempatan mereka memperoleh 

manfaat ekonomi yang adil. 

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap KIK adalah tanggung jawab 

bersama seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah. Dengan regulasi yang 

memadai, basis data yang kuat, mekanisme ABS yang transparan, serta pemberdayaan 

masyarakat adat, Kekayaan Intelektual Komunal dapat dilindungi, dilestarikan, dan 

dimanfaatkan secara optimal. Upaya ini tidak hanya memperkuat kesejahteraan 

komunitas adat, tetapi juga menjaga identitas budaya, memperkuat kedaulatan nasional, 

dan menjadikan KIK sebagai sumber kekuatan serta potensi ekonomi bangsa. 

3.2. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Komunal 

Masyarakat Hukum Adat terhadap Praktik Biopiracy di Indonesia 

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia mencakup warisan budaya, 

pengetahuan tradisional, maupun sumber daya genetik yang berkembang dalam 

komunitas masyarakat adat. KIK terbagi menjadi beberapa kategori utama: Pengetahuan 

Tradisional (PT), seperti praktik pengobatan, pertanian, pengolahan makanan, serta 

                                                             
12 Hafshoh, F. A. (2022) Konsep Prior Informed Consent (PIC), Access and Benefit Sharing System (ABS) dan 

perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam peraturan sui generis. 
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teknologi lokal; Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang meliputi seni tari, musik, 

motif kain, arsitektur, dan ritual adat; Sumber Daya Genetik (SDG), yang mencerminkan 

keanekaragaman hayati lokal yang dimanfaatkan sehari-hari; dan Potensi Indikasi 

Geografis (PIG), yang menunjukkan keterkaitan khusus antara produk tertentu dan 

daerah asalnya.
13

 Selain nilai ekonomis, KIK berperan penting dalam menjaga identitas 

budaya masyarakat adat, pelestarian lingkungan, serta kesinambungan tradisi yang 

diwariskan turun-temurun. 

Berbeda dengan kekayaan intelektual konvensional yang bersifat individual, KIK 

dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat dan tidak terikat pada satu individu sebagai 

penciptanya. Hak atas KIK diturunkan secara turun-temurun dan terkait erat dengan adat, 

kepercayaan, serta kebiasaan masyarakat. Namun, karena biasanya KIK tidak 

terdokumentasi secara tertulis, melainkan diwariskan secara lisan, hal ini membuatnya 

rentan terhadap praktik biopiracy dan penyalahgunaan oleh pihak luar yang 

memanfaatkan kelemahan sistem hukum. 

Praktik biopiracy merupakan ancaman serius terhadap masyarakat adat. Banyak 

kasus menunjukkan eksploitasi sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional tanpa 

persetujuan maupun pembagian manfaat dengan merata. Contohnya, perusahaan Jepang 

Shiseido mengajukan 51 permohonan paten untuk tanaman obat dan rempah yang telah 

lama digunakan masyarakat Indonesia, termasuk kayu rapet (Parameria laevigata), 

kemukus (Piper cubeba), beluntas (Pluchea indica), mesoyi (Massoia aromatica), dan 

pulosari.
14

 Produk ini dimanfaatkan untuk kosmetik dan perawatan tubuh, namun tidak 

disertai kompensasi yang adil bagi masyarakat adat. Selain itu, kopi Toraja dan kopi 

Gayo pernah diklaim sebagai merek dagang oleh perusahaan luar negeri, sehingga hanya 

pihak asing yang mendapat keuntungan dari produk yang sebenarnya milik masyarakat 

lokal.
15

  

Kesenjangan kekuasaan antara masyarakat adat dan perusahaan multinasional 

memperkuat praktik biopiracy. Minimnya regulasi dan rendahnya penegakan hukum 

menempatkan masyarakat adat dalam posisi rentan, kehilangan kontrol atas haknya, serta 

tidak memperoleh manfaat ekonomi yang layak. Situasi ini juga mengancam kelestarian 

                                                             
13 Setiawan, R., & Fality, F. (2020). Tenun Nambo: Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. 

Penerbit NEM. 
14 Widyananda, D. (2024). Mitigasi biopiracy dan kekayaan intelektual: Tantangan dan peluang bagi 

pengetahuan tradisional. Jurnal Syntax Admiration, 5(12), 5597-5610. https://doi.org/10.61292/eljbn.74  
15 Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di 

indonesia. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 10(1), 1-16. https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672  

 

https://doi.org/10.61292/eljbn.74
https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672
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budaya, identitas, dan kearifan lokal yang melekat pada pengetahuan tradisional serta 

sumber daya genetik. Selain itu, eksploitasi secara tidak terkendali berpotensi merusak 

lingkungan yang selama ini dijaga melalui praktik adat secara berkelanjutan. 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan 

langkah perlindungan hukum KIK, baik secara positif maupun defensif. Perlindungan 

positif mencakup pemberian hak eksklusif atau pembentukan regulasi yang mengatur 

KIK, misalnya melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan 

Intelektual Komunal (PP KIK). Perlindungan defensif bertujuan mencegah klaim pihak 

asing melalui pendataan dan dokumentasi KIK, serta memastikan hak masyarakat adat 

diakui secara sah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham 

menjalankan upaya inventarisasi melalui Sistem Informasi Nasional KIK, sehingga data 

KIK dapat dijadikan bukti hukum jika terjadi sengketa. 

Selain itu, pemerintah membentuk Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual 

Komunal (PDN KIK) sebagai sistem yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga 

terkait. PDN KIK memiliki tujuh tujuan utama: memantau dan melindungi KIK, 

mendukung promosi dan pemasaran, mendorong investasi dan pendanaan, menstimulasi 

kreativitas serta inovasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal, menjaga 

keberlanjutan budaya dan lingkungan, serta menjadi sumber untuk penelitian maupun 

pendidikan. PDN KIK juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat 

dalam inventarisasi KIK lokal, memperkuat kedaulatan budaya, dan mencegah 

pemanfaatan tanpa izin. 

Mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) menjadi instrumen penting untuk 

menjaga KIK dari pihak asing. ABS memastikan bahwa pemanfaatan KIK dilakukan 

dengan persetujuan penuh masyarakat adat (prior informed consent) dan disertai 

kesepakatan bersama terkait pembagian manfaat (mutually agreed terms). Mekanisme ini 

juga memungkinkan masyarakat adat memperoleh manfaat ekonomi dari pengetahuan 

tradisional dan sumber daya genetik mereka, misalnya melalui royalti atau kontribusi 

bagi komunitas. 

Keberhasilan penegakan hukum KIK di Indonesia sangat bergantung pada 

keterpaduan tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman: struktur 

hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
16

 Struktur hukum terdiri dari lembaga dan 

aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Substansi 

                                                             
16 Lawrence M. Friedman,(1975) The Legal System Asocial Perspective. Russel Saga Foundation 
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hukum mencakup undang-undang, peraturan, norma, asas hukum, dan putusan 

pengadilan yang menjadi acuan pelaksanaan hukum. Saat ini, regulasi KIK tersebar di 

beberapa peraturan, seperti UU No. 28/2014 mengenai Hak Cipta, UU No. 20/2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 11/2013 tentang Pengesahan Nagoya 

Protocol, serta PP No. 56/2022 tentang KIK. Keterpisahan regulasi ini mengakibatkan 

penegakan hukum belum terintegrasi, sehingga pelaksanaan di lapangan belum optimal. 

Budaya hukum (legal culture) mencakup kesadaran, nilai, dan sikap masyarakat terhadap 

hukum, yang tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan 

dan melindungi KIK.
17

 Saat ini yang sudah melakukan pendaftaran Batik Gambo Muba 

sebagai Indikasi Geografis, pengakuan kain Endek Bali oleh Christian Dior, serta 

pencatatan sumber daya genetik ikan “Tengkelesak Lenggang” di Belitung Timur. 

Dalam praktiknya masih terdapat tantangan masih besar, koordinasi antar lembaga 

hukum belum optimal, regulasi belum terintegrasi sepenuhnya, dan pemahaman 

masyarakat adat tentang hak KIK masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan undang-

undang khusus KIK, peningkatan profesionalisme aparat hukum, edukasi hukum 

berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat adat untuk turut mengawasi dan 

mengelola KIK. 

Penegakan hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia akan lebih efektif 

jika struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berjalan selaras. Penegakan 

Hukum yang komprehensif tidak hanya mencegah praktik biopiracy, tetapi juga 

memperkuat kedaulatan budaya, melestarikan pengetahuan tradisional, dan membuka 

peluang ekonomi bagi masyarakat adat. KIK menjadi aset strategis bangsa yang harus 

dijaga sebagai warisan budaya, identitas sosial, dan sumber kesejahteraan masyarakat. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Perlindungan KIK di Indonesia dilakukan melalui pendekatan positif, yakni regulasi seperti 

PP No. 56 Tahun 2022, dan pendekatan defensif melalui pendataan resmi di Pusat Data 

Nasional KIK. Namun, implementasinya masih terkendala pengawasan, sosialisasi, dan 

pemberdayaan masyarakat adat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam 

pendataan, pengelolaan, serta pelaksanaan mekanisme ABS yang adil dan transparan sangat 

dibutuhkan. Penguatan perlindungan hukum KIK tidak hanya melindungi hak masyarakat 

                                                             
17 Sudini, L. P. (2022). Kearifan Lokal: Peran Pelestarian Hutan Taman Nasional Bali Barat. Jejak Pustaka. 
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adat, tetapi juga mencegah biopiracy dan menjaga kedaulatan budaya serta sumber daya 

genetik Indonesia. 

 Penegakan hukum terhadap pelanggaran KIK akibat biopiracy di Indonesia masih 

lemah dan belum nyata. Hal ini terlihat dari minimnya tindakan tegas terhadap pelaku, 

lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami isu KIK, 

serta ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan KIK secara terpadu. 

Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pendaftaran KIK juga 

masih rendah, meskipun terdapat upaya pencatatan dan pengakuan karya budaya daerah. 

4.2. Saran 

 Pemerintah perlu memperkuat perlindungan KIK melalui undang-undang khusus sui 

generis dan efektivitas PP No. 56/2022, dengan pendataan Pusat Data Nasional KIK yang 

terkoordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Masyarakat adat harus mendapat 

sosialisasi dan pendampingan untuk mempertahankan hak atas pengetahuan tradisional dan 

sumber daya genetik, serta terlibat dalam mekanisme ABS yang transparan dan adil. 

Kolaborasi semua pihak menjadikan perlindungan KIK sebagai sarana pelestarian budaya, 

penguatan ekonomi masyarakat, dan penjagaan kedaulatan bangsa dari biopiracy.  

 Pemerintah perlu untuk mendirikan lembaga khusus yang memiliki kewenangan 

dalam penegakan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai langkah 

memperkuat sistem perlindungan serta menanggulangi meningkatnya praktik biopiracy yang 

merugikan masyarakat hukum adat. Lembaga ini diharapkan berfungsi sebagai pusat 

koordinasi antar instansi dan berperan dalam kegiatan pengawasan, pendataan, serta 

penegakan hukum terhadap pelanggaran KIK secara menyeluruh. 
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